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PUTUSAN
Nomor 2819/Pdt.G/2024/PA.Nph
2N ‘.‘ z
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NGAMPRAH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

I <cmpat dan tanggal lahir
|
|
bertempat tinggal di | NN
|
|
domisili  elektronik pada alamat e-mail:
! sebagai
Penggugat;

melawan

I tempat dan tanggal lahir N
|
I . bertempat tinggal di Il

|
|
Bl scbagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 November

2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor
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2819/Pdt.G/2024/PA.Nph pada tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil

pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal pada tanggal 06 September 2018 berdasarkan Kutipan Akta
Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Margaasih Kabupaten
Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor: || | | < tanggal 06 September 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat

terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di -
|
&

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da

dukhul). Adapun dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak,

yang bernama: |
./
Pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Tergugat;
4, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis.
Namun sekitar tanggal Januari 2023 rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
antara lain karena:
5.1. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk, Tergugat
seringkali pergi mabuk bersama dengan teman-teman Tergugat,
adapun Penggugat telah mengingatkan Tergugat namun Tergugat
tidak mengindahkannya. Sehingga Penggugat merasa tidak sanggup
untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat;
5.2. Bahwa Tergugat memiliki sikap yang kurang baik,
Tergugat apabila diluar rumah kediaman seringkali tidak menjaga
pandangannya sebagai seorang suami, bahkan Tergugat berani

memuji perempuan lain dihadapan Penggugat. Selain itu Tergugat
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seringkali memutarbalikan fakta. Sehingga Penggugat merasa
kecewa dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah
tangga akan tetapi puncaknya sejak bulan April 2024 Penggugat dan
Tergugat bertengkar hebat, Sehingga antara Penggugat sudah pisah tempat
tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing
sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua
Penggugat, Adapun Tergugat tinggal dirumah kontrakan;
8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk
menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil;
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.qg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([ EGcKING
) t<rhadap Penggugat (I

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat
lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).
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Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini
Penggugat telah hadir sendiri (in person) menghadap di persidangan dan
Tergugat pun telah datang menghadap sendiri (in person) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh
mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan
rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis
Hakim tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi
dengan mediator hakim (Nashihul Hakim, S.H.l.) Pengadilan Agama Ngamprah
ternyata mediasi berhasil sebagian sebagaimana Laporan Mediator tertanggal
26 November 2024,

Bahwa, Meskipun dalam perkara pokok tidak berhasil, namun para
pihak mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak yang bernama [}
I bHinti Aris Munandar sebagaimana yang tertuang dalam
kesepakatan perdamaian tanggal 26 November 2024 sebagaimana termuat
dalam berita acara sidang;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan
agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah proses mediasi selesai, Tergugat tidak pernah hadir
kembali di persidangan, meskipun pada sidang pertama Majelis Hakim telah
memerintahkan kepada Tergugat untuk hadir kembali di persidangan serta
Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan,
namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya di persidangan;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan
kesepakatan perdamain antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tentang
hak asuh anak mohon agar dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan

jawaban karena Tergugat tidak hadir kembali di persidangan;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat,
Nomor | yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margaasih Kabupaten
Bandung Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 06 September 2018. Alat
bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazegelen, kemudian oleh

Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK

I oo dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 19 Maret
2019. Alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah di-nazgelen, kemudian

oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal, dan tanda alat bukti (P.2);
B. Saksi:

1. |
.
. i
depan sidang mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2018 yang lalu;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

bersama dii [N,

— Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai

1 (satu) orang anak yang bernama || GCCNCNEEEGEGEGE bt

Aris Munandar yang lahir pada tahun 2020;
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— Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya
hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu
rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita
Penggugat;

— Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan suka
mabuk-mabukan;

— Bahwa kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena
Penggugat pergi dari rumah bersama,;

— Bahwa selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling
berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak
keluarga agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak

berhasil;

, di
depan sidang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tahun 2018 yang lalu;

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

bersama di [ RN

— Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1

(satu) orang anak yang bernama [N
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— Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan April 2024, keharmonisan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung
Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita
Penggugat;

— Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar
malam dan suka mabuk-mabukan;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Mei 2024 karena Penggugat pergi dari rumah bersama;

— Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan
memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak
keluarga masing-masing, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan
tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat
dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu
akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat
untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a quo (persona standi in judicio)
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serta kewenangan pengadilan agama in casu Pengadilan Agama Ngamprah
dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara a quo, Penggugat
mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah,
yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan
perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 Kompilasi
Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk
bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam,
sedangkan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan, di mana
Penggugat sebagai istri Tergugat memohon Pengadilan menjatuhkan talak bain
sughra Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat
(1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat
(2) huruf a nomor (9) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka
perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara a quo
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten
Bandung Barat, maka Pengadilan Agama Ngamprah secara kompetensi relatif
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik
sebagai Pengguna lain dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat
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dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik
ternyata telah sesuai dengan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi
dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut
secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan
Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan
Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XI1/2022 tentang Petunjuk
Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan
Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2023 Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah
datang menghadap di persidangan dan Tergugat menghadap sendiri di
persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 65 dan Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
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tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 junctis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya
mediasi pada tanggal 19 November 2024 dengan mediator Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah (Nashihul Hakim, S.H.l.), dan sesuai dengan laporan yang
disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan berhasil
sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai dalam
perkara perceraian tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini
dilanjutkan melalui pemeriksaaan secara litigasi, maka diselanjutnya periksa
pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat
telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam
selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama
Ngamprah agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak Januari 2023
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan sebab Tergugat memiliki kebiasaan buruk,
Tergugat seringkali pergi mabuk bersama dengan teman-teman Tergugat,
adapun Penggugat telah mengingatkan Tergugat namun Tergugat tidak
mengindahkannya. Sehingga Penggugat merasa tidak sanggup untuk menjalin
hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan Tergugat memiliki sikap yang
kurang baik, Tergugat apabila diluar rumah kediaman seringkali tidak menjaga
pandangannya sebagai seorang suami, bahkan Tergugat berani memuiji

perempuan lain dihadapan Penggugat. Selain itu Tergugat seringkali
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memutarbalikan fakta. Sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap
Tergugat, yang akhirnya sejak April 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah
tempat tinggal, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak ada hubungan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain,
serta telah didamaikan oleh pihak keluarga dan orang terdekat, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak
dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena ketidakhadirannya di
persidangan setelah proses mediasi sekalipun telah diperintahkan dan
dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh
suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus
di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh
Penggugat untuk mengajukan perkara ini adalah sebagaimana tercantum
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa vyang dimaksud dengan perselisihan dan
pertengkaran adalah apabila ada suara keras dan kasar, jawab menjawab
dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta dengan
mimik yang mengekspresikan ketidak senangan, akan tetapi ada juga
perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk diam dan tidak saling komunikasi
(tidak saling menyapa satu sama lain);

Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan “Barang siapa,
yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan
untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka
orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah
siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian
tersebut (he who asserts must prove) hal mana diatur pula dalam Pasal 163
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HIR sebagaimana tersebut. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana
dimaksud di atas harus ditetapkan secara proporsional menurut keadaan yang
patut (billijkheid) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat
tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang
saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap
dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P.1) dan (P.2) merupakan akta autentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dicap pos
(nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR.,
Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti (P.1) dan (P.2) tersebut
memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti serta akan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 06
September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil, oleh karenanya bukti tersebut
sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) memenuhi syarat formil dan
materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian,
sehingga bukti (P.1) tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna
dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), dan terbukti Penggugat dan
Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 06 September
2018;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk
yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan warga negara yang telah
memiliki kewajiban memiliki kartu identitas, beragama Islam, berdomisili di
wilayah Kabupaten Bandung Barat, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi materiil,
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oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) memenuhi syarat formil dan
materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian,
sehingga bukti (P.2) mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht), dan terbukti Penggugat WNI
yang beragama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat yang
merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai
dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi
saksi dalam perkara ini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat
keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan
keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi
tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1
(satu) tahun yang lalu menurut saksi pertama Penggugat dan menurut saksi
kedua Penggugat sejak bulan April 2024 yang mana keterangannya adalah
fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri/, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur
dalam Pasal 171 HIR, dengan demikian, keterangan saksi tersebut mengenai
kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, harus
dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan
bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam)
bulan yang lalu pada bulan Mei 2024, kemudian selama berpisah mereka
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sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak saling memperdulikan, dan
Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing,
namun tidak berhasil, yang mana Kketerangannya didasarkan kepada
penglihatan sendiri/pendengaran sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut tentang
perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu pada bulan
Mei 2024, kemudian selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi
dengan baik serta tidak saling memperdulikan, serta Penggugat dan Tergugat
telah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil,
akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh
Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat
pembuktian saksi adalah bebas (vrij bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat
alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang perpisahan Penggugat
dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu pada bulan Mei 2024, kemudian
selama berpisah mereka sudah tidak berkomunikasi dengan baik serta tidak
saling memperdulikan, serta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh
pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil patut untuk diterima dan
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti
yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada 06 September 2018;

N Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama | lG5GNGNGEGEGEG b

Aris Munandar, tempat dan tanggal lahir, Bandung Barat, 16 Januari 2020;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu pada
bulan Mei 2024 telah berpisah rumah/kediaman bersama sampai dengan

sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
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sudah tidak saling berkomunikasi sehingga tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya
untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil, dan sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

- Bahwa Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk
melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak
akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam jo. huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menegaskan salah satu alasan
perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti tentang kejadian
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mulai perselisihan, dan
penyebab pertengkaran, yang dikarenakan hanya satu saksi yang pernah
melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan
Tergugat, belum tentu tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena
itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya
alasan berupa perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui saat ini
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan
yang lalu pada bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang, maka oleh karenanya
bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang
pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiva mana
merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
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maka hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya
yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa
perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg)
mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus
dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000
tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam
pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara
langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui
telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah
pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus
yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa konflk dalam rumah tangga tidak selamanya
menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami isteri untuk
menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang
setelah sekian lama berselisih dan bertengkar justru mendapatkan pelajaran
berharga dan akhirnya saling instropeksi diri dan kemudian berupaya untuk
rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan antara
Penggugat dan Tergugat, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024
sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup
bersama lagi. Pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap
kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak
tersebut tidak berhasil. Hal ini semakin menegaskan tentang adanya keretakan
rumah tangga atau keretakan hubungan yang sangat serius antara Penggugat
dan Tergugat, sehingga berdasarkan fakta ini maka sangat beralasan bagi

Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 2819/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang berselisih dan bertengkar secara terus-menerus
dan sulit untuk bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria (suami) dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar
keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling
mengasihi dan menyayangi (sakinah, mawadah, warahmah) sebagaimana
diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Jazs Lol I38aa) 5To 51 a%udsl 8o 35T 315 Ol wll &es
055555 p3ale LY A5 o6 5] 42355 5 )y,psw

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

E\ \‘e

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria
sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur
ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut
sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya
menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dan sudah mengajukan gugatan cerai gugat dalam perkara a quo Penggugat,
maka di sini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak
ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan
sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan
mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan
penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu

perceraian;
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Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah
kehilangan ikatan batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena
akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu
pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana
rumah tangga yang telah kehilangan sakinah, mawadah warrahmah
(kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi)
tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa
penyebab dan dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,
apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534
K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober
1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-
benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap
dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar
sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan vyaitu untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (sakinah
mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin
lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, maka perkawinan tersebut telah
rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan. Karenanya Majelis Hakim
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berpendapat meskipun pada dasarnya mempertahankan perkawinan adalah
mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka
mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan
mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan
mendatangkan mudlarat bagi keduanya, karena ikatan perkawinan seperti itu
sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-
masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk
penderitaan lahir dan batin bagi keduanya, sehingga untuk menghindari
kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kaidah
fighiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang
berbunyi:
Logas] &9> Olrio Jolas 1s]
Artinya: Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil
yang paling ringan
Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan
persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan
Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka
dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum

Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab A/ Igna Juz Il halaman 133

sebagai berikut :

ailb o)l ade §lb lgzg i) azg il @k, pas siil ol

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah
mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan
menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu
mengetengahkan pendapat ahli figih dalam Kitab Figh Sunnah Juz Il halaman

248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

ol 2ol Calicl ol a3 3l diny ol sx) lloes i 151
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Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti

dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal
yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang
pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak
ba’in.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa
apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki
dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan
akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan
Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam
penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi
Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh
karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Ngamprah adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Cerai Gugat yang diajukan

oleh Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan hasil mediasi yang
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dilaksanakan oleh mediator pada tanggal 26 November 2024 telah tercapai
kesepakatan perdamaian mengenai akibat perceraian yang dibuat dalam
Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 26 November 2024 yang
ditandatangani oleh pihak-pihak dan mediator dan dibacakan oleh ketua Majelis
serta dibenarkan oleh pihak-pihak dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai permintaan Penggugat dan Tergugat
apabila terjadi perceraian maka kesepakatan perdamaian tersebut dimuat
dalam pertimbangan dan Putusan, maka oleh sebab itu Majelis Hakim perlu
memuat secara utuh hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut
sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan
kesepakatan perdamaian tersebut dengan cara menilai kesepakatan
perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau syari'at Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak
merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide: pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut
tentang hak pengasuhan anak, Penggugat dengan Tergugat sepakat
memberikan kuasa asuh/hadhanah anak Penggugat dengan Tergugat yang
bernama | NN (2002l lahir 16 Januari 2020) kepada
Penggugat dengan tetap memberikan askes kepada Tergugat untuk bertemu
dan/atau mengajak anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan tentang kuasa asuh anak tersebut
telah sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a yang berbunyi
“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat dengan Tergugat
telah mencapai kesepakatan damai tentang kuasa asuh/hadhanah anak, oleh
karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan
perundang-undangan, hukum, dan/atau syariat Islam serta kesepakatan
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tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak keberatan
dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan kuasa asuh
anak |GGG (21002 lahir 16 Januari 2020) kepada
Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan askes kepada Tergugat untuk
bertemu dan/atau mengajak anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepastian hukum atas
kesepakatan tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan dan menuangkan ke
dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempertimbangkan hal-hal
tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam
pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan
(3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang
Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata
Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf C angka
7, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan cara menyampaikan
salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi
Pengadilan yang secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak secara
elektronik dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk

umum.
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Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([ EGcKING
) terhadap Penggugat (I

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [l
B (-ng0al lahir 16 Januari 2020), berada di bawah
pengasuhan (hadlanah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat
memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Jumadal akhirah 1446 Hijriah oleh Ahmad Luthfi
Maghfurin, S.H.l., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Najid Aufar, S.H.I.,
M.H. dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadal akhirah 1446 Hijriah
dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui
Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Siti Lisna Wati, S.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan di luar hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.l., M.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Muhammad Najid Aufar, S.H.l., M.H. Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Siti Lisna Wati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
2 Proses ‘Rp 75.000,00
3 Panggilan ‘Rp 28.000,00
4, PNBP :Rp 20.000,00
5 Sumpah ‘Rp 50.000,00
6 Redaksi :Rp 10.000,00
7 Meterai ‘Rp 10.000.,00
Jumlah : Rp Rp237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
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